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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sejarah pada umumnya dikatagorikan sebagai upaya menggali nilai —
nilai positif yang terkandung di dalamnya dan sebagai pembinaan mental
terhadap obyek penerima, karena didalam sejarah mengandung unsur nilai
kejuangan dan pendidikan yang memberi makna memacu ethos kerja.Sejarah
suatu Kesatuan sangat penting untuk dilestarikan dan dibudayakan karena
didalamnya akan tersurat dan tersirat dedikasi pengabdian yang luhur,
sehingga perlu diketahui oleh generasi selanjutnya sebagai motivasi untuk
menghasilkan karya — karya terbaik dan pengabdian pada kepentingan
bangsa dan Negara.

Bagi Institusi Kepolisian, generasi penerusnya akan berkaca pada
generasi pendahulunya yang telah mendirikan dan membangun Kesatuan
demi kelangsungannya dalam mengabdikan tekad sebagai Pelindung,
Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Maksud pembuatan profil Polri Polda Bali sebagai bukti
berkenaan berdirinya Polda Bali dari awal serta perubahan sesuai
dengan kebutuhan jaman.

2. Tujuan
Profil Polda Bali tahun 2011 disusun dengan tujuan untuk
memberikan gambaran secara nyata tentang kondisi dan tampilan serta
perubahan yang telah dilakukan Polda Bali saat ini serta tugas yang
akan dilaksanakan.




Ruang Lingkup
Ruang lingkup mencakup sejarah berdirinya Polda Bali, visi dan misi serta
keberhasilan Polda Bali.

Dasar.

s Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010
tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian
Daerah.

2. Surat Telegram Kapolri nomor : ST / 519 / lll / 2011 tanggal 10 Maret
2011 tentang permintaan data maupun fakta sejarah yang berada pada
Satker dan Satwil.

Tata Urut
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SEJARAH BERDIRINYA POLDA BALI

Sejarah Singkat Polda Nusra

Pertumbuhan dan perkembangan Wilayah Polda Nusra tidak terlepas
dari pertumbuhan sistem pemerintahan yang perkembangannya sangat
dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi pemerintahan Republik
Indonesia secara keseluruhan dan situasi, kondisi daerah, serta
perkembangannya.

Periode 17 Agustus 1947 s.d. 1950

Pada saat Kemerdekaan RI diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945, maka pimpinan Kepolisian di daerah-daerah termasuk di daerah Nusa
Tenggara melepaskan diri dari kekuasaan pimpinan Jepang yang pada waktu
itu berkuasa di Indonesia dan menyatakan dirinya sebagai bagian dari Polisi
Republik Indonesia.
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Untuk ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia,
maka disusunlah persatuan-persatuan kepolisian di wilayah Sunda Kecil yang
terbagi atas beberapa kepolisian kabupaten. Dengan berdirinya Negara
Indonesia Timur, maka kepolisian di Nusa Tenggara berada di bawah tentara
sekutu dan Belanda yang dikenal sebagai Kepolisian Gabungan atau Federal
yang diatur di bawah pimpinan Negara Indonesia Timur.

Pada tanggal 24 Desember 1946, berlakulah Ondernantie No 143 Tahun
1946 dari Pimpinan Indonesia Timur tentang ” Susunan dan Bentuk-bentuk
Pemerintahan " yang didasarkan atas Peraturan Swapraja tahun 1938,
dimana organisasi kepolisian di daerah-daerah mengikuti bentuk tersebut.

Kepolisian dalam lingkungan Pemerintah Negara Indonesia Timur,
secara administratif di bawah Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur
dan dibantu oleh seorang Kepala Jawatan Kepolisian Negara Indonesia
Timur.

Daerah Nusa Tenggara pada saat itu dibagi menjadi 2 daerah kepolisian,
yaitu :

i Kepolisian Keresidenan Bali dan Lombok berkedudukan di Denpasar
yang membawa Kepolisian pada tiap-tiap Swapraja di Pulau Bali dan
Lombok;

2. Kepolisian Keresidenan Timur dan kepulauannya berkedudukan di
Kupang yang membawahi kepolisian pada tiap-tiap swapraja pada
kepulauan tersebut.

Kemudian organisasi Kepolisian yang ada di daerah NusaTenggara
mengalami perubahan menjadi 5 (lima) daerah, yang masing-masing dikepalai
oleh Kepala Kepolisian Daerah (KPDA). Kelima daerah tersebut yaitu :
Kepolisian Daerah Bali berkedudukan di Denpasar;

Kepolisian Daerah Lombok berkedudukan di Ampenan;
Kepolisian Daerah Sumbawa/Sumba berkedudukan di Bima;
Kepolisian Daerah Flores berkedudukan di Ende;

Kepolisian Daerah Timor berkedudukan di Kupang.

O B R

Pada tanggal 17 Agustus 1950, terbentuklah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dimana dari dalamnya lahir pula Jawatan Kepolisian Negara pada
19 Agustus 1950, dimana masing-masing pimpinan kepolisian di daerah
berhubungan langsung dengan Kepolisian Negara di Jakarta.

C.Periode...




C. Periode 1950 s/d 1960
Pada Agustus 1950 (1951), dibentuklah Kepolisian Propinsi Sunda Kecil
dengan berkedudukan di Singaraja (Bali), yang menjadi lbu Kota Propinsi
Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pada saat itu Kepolisian Daerah Sunda Kecil
yang berkedudukan di Singaraja dipimpin oleh Pemb. Kombes Pol
R. Soeprapto (1960 s/d 1953). Setelah masa jabatannya, Pemb. Kombes Pol
R. Soeprapto diganti oleh Pemb. Kombes Pol R. B. Darwono yang menjabat
selama 4 tahun (1953 s/d 1957). Selanjutnya beliau digantikan oleh Pemb. Pol
M. Soehoed yang menjabat dari tahun 1957 s/d 1960. Pembagian daerah
kepolisian tetap seperti semula, yaitu menjadi 5 (lima) kantor kepolisian
daerah.
Susunan kepolisian pada masa itu adalah sebagai berikut :

1. Kantor Polisi Propinsi disingkat dengan KPPRO;
2. Kantor Polisi Daerah disingkat dengan KPDA;
3. Kantor Polisi Wilayah disingkat KPWIL.

Dengan demikian nyatalah bahwa susunan kepolisian dimasa itu
dipengaruhi oleh Struktur Organisasi Pemerintah Sipil sesuai dengan situasi
dan kondisi masing-masing daerah dan sesuai pula dengan sejarahnya.
Berdasarkan Undang-undang No. 64 Tahun 1958, Propinsi Nusa tenggara
dibagi menjadi 3 buah propinsi tingkat | masing-masing :

1. Propinsi Daerah Tingkat | Bali yang meliputi daerah Bali dengan lbu
Kotanya Denpasar;

2. Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Barat yang meliputi Pulau
Lombok dan Sumbawa Ibu Kotanya Mataram;

3. Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Timur dengan Ibu Kotanya
Kupang.

Berdasarkan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia
tanggal 12 Januari 1959 No. Pol. : 17/PM/I1/1959, Kepolisian Nusa Tenggara
mengalami perubahan struktur seperti berikut :

1. Kantor Polisi Propinsi (KPPRO) Nusa Tenggara berubah menjadi kantor
Polisi Komisarit (KPKOM) Nusa Tenggara;

2. Kantor Polisi Daerah (KPDA) berubah menjadi Kantor Polisi Inspeksi
(KPIN);

3. Kantor Polisi Wilayah (KPWIL) berubah menjadi Kantor Resort Kepolisian
(KOMRES).

Berdasarkan.....
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Berdasarkan Peraturan Menteri Kepala Kepolisian Republik Indonesia
No. Pol. : 7/Prt/MK/1960 tanggal 23 November 1960, maka Daerah Kepolisian
Komisarit Nusa Tenggara terhitung mulai tanggal 1 Januari 1961 menjadi
3 Kepolisian Komisarit yaitu :

1. Kepolisian Komisarit Bali;
2. Kepolisian Komisarit Nusa Tengara Barat;
3. Kepolisian Komisarit Nusa Tenggara Timur.

Kepolisian Resort yang wilayahnya sesuai dengan wilayah tingkat I
langsung membawahi dan bertangung jawab kepada Kepolisian Komisarit
masing-masing.

Periode 1961 s/d 1974

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. : 134/1962
tangal 12 April 1962, maka nama Kepolisian Negara diubah menjadi AKRI dan
struktur organisasinya diadakan pembenahan dengan sistem Staf Umum dan
Staf Khusus. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pangab No. Pol.:
11/SK/MK/1964 tanggal 3 Pebruari 1964 diadakan revisi terhadap organisasi
kepolisian sesuai dengan perkembangan dan tuntutan mission Polri yang
semakin meningkat sebagai berikut :
1. Komisariat Bali diubah namanya menjadi Komdak XV Bali;
2. Komisariat NTB menjadi Komdak XVI NTB;
3. Komisariat NTT menjadi Komdak VII NTT.

Pada tahun 1960 s/d 1961, Kepolisian Komisariat Bali dipimpin oleh
Pemb. Kombes Pol. R. Soemarsono. Setelah masa jabatannya berakhir,
beliau digantikan oleh Kombes Pol. Drs. Siswaji yang menjabat dari tahun
1961 s/d 1964. Kombes Pol Drs. Siswaji sebagai Pimpinan Kepolisian
Komisariat Bali yang telah berubah namanya menjadi Komdak XV Bali.
Setelah masa jabatannya berakhir, pada tahun 1966 beliau digantikan oleh
Brigien Drs. Ismono Ismakoen yang menjabat dari tahun 1966 s/d 1970.
Selanjutnya pada tahun 1970 s/d 1974 Komdak XV Bali dipimpin oleh Brigjen
Pol Drs. R. Soetarjo.

Pada tahun 1963 di masing-masing Komdak tersebut telah dianugerahi
PATAKA oleh Kapolri sebagai lambang kesatuan. Untuk meningkatkan
kemampuan anggota pada masing-masing komisariat tersebut, didirikanlah
Lembaga Pendidikan pada tingkat Tamtama yaitu :

1. Sekolah Angkatan Kepolisian untuk Komisariat Bali" berkedudukan di
Singaraja, diresmikan tahun 1961.

2. Sekolah Angkatan Kepolisian di Komisariat NTB berkedudukan di
Mataram, diresmikan bulan Mei 1962.

3.Sekolah.....
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3. Sekolah Angkatan Kepolisian untuk Komisariat NTT berkedudukan di
Kupang, diresmikan bulan Juni 1962.

E. Periode 1974 s/d 1996

Berdasarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab No.: Kep/b/13/1974,
tanggal 25 April 1974, diadakan peleburan terhadap Komando Daerah
Kepolisian XV Bali, XVI NTB dan XVII NTT disatukan menjadi Komando
Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara yang mempunyai wilayah sebagai
berikut:
1. Propinsi Daerah Tingkat | Bali;
2. Propinsi Daerah Tingkat | Nusa Tenggara Barat;
3. Propinsi Daerah Nusa Tenggara Timur.

Dengan masuknya Propinsi Timor Timur ke dalam pangkuan Republik
Indonesia sejak tahun 1976, maka Polda Nusra bertambah wilayah sampai ke
propinsi tersebut.

Setelah diadakan peleburan dari Komdak XV Bali, XVI NTB dan XVII
NTT menjadi komando Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara pada tanggal 25
April 1974, Komando Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara dipimpin oleh
Brigien Pol.Drs.Hartawan ( 1974 s/d 1977). Selanjutnya Brigijen Pol
Drs.Hartawan digantikan oleh Brigjen Pol Drs.Kafandi yang menjabat dari
tahun 1977 s/d 1979. Pada tahun 1979 s/d 1981, Pimpinam Komando Daerah
| Kepolisian XI Nusa Tenggara dijabat oleh Brigjen Pol. Drs. Pamoed;i.
Setelah masa jabatannya berakhir, beliau diganti oleh Brigjen Pol
Drs. Soedarmadji yang menjabat sebagai pimpinan Komando Daerah
Kepolisian XI Nusa Tenggara dari tahun 1981 s/d 1983. Setelah berakhir
masa jabatannya, beliau digantikan oleh Brigjen Pol Drs. A. Djuaeni. Brigjen

Pal Drs. A. Djvaent digantikan aleh Brigien Pol Drs. Tiosk  Sumiarss yang
menjabat sebagai Pimpinan Komando Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara
dari tahun 1985 s/d 1987. Mayjen Pol Drs. Hamdam Mansyur selanjutnya
menjabat sebagai Pimpinan Komando Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara
dari tahun 1987 s/d 1989 menggantikan Brigjen Pol Drs.Tjoek Sumiarso.
Setelah masa jabatannya berakhir tahun 1989, beliau digantikan oleh Mayjen
Pol Drs. Kunarto yang menjabat dari tahun 1989 s/d 1991 Pimpinan Komando
Daerah Kepolisian XI Nusa Tenggara dijabat oleh Mayjen Pol Drs. Daan
Sabadan. Beliau digantikan oleh Mayjen Pol Drs. Aji Komaruddin tahun 1991
Selanjutnya tahun 1991 s/d 1993 Pimpinan Komando Daerah Kepolisian X|
Nusa Tenggara dijabat oleh Mayjen Pol Drs. Moch Hindarto menggantikan
Mayjen Pol Drs. Aji Komaruddin. Pimpinan Komando Daerah Kepolisian XI
Nusa Tenggara dijabat oleh Mayjen Pol Drs. Amrin Syarofi pada tahun 1993

s/d 1994. Selanjutnya beliau digantikan oleh Mayjen Pol Drs. Hartoyo pada
tahun 1994.
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Pada tahun 1995 s/d 1977 Pimpinan Komando Daerah Kepolisian XI Nusa
Tenggara dijabat oleh Mayjen Pol Drs. B. L. S. Mamuaya. Pada saat beliau
menjabat sebagai Pimpinan Komando Daerah XI Nusa Tenggara tahun 1996,
diadakanlah likuidasi untuk membentuk Polda Bali.

Berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia No.Kep/06/1X/1996 tanggal 10 September 1966, tentang Likuidasi
Polda Sumbangsel, Jateng, Nusra, Sulselra dan Pembentukan Polda Sumsel,
Lampung, Bengkulu, Jambi, Jateng, DIY, Bali, NTB, NTT, Tim-Tim, Sulsel dan
Sultra.

Keputusan  Kepala Kepolisian  Republik Indonesia  No.Pol.:
Kep/07/IX/IX/1966 tanggal 16 September 19686, tentang Pengesahan
Pembentukan Polda Bali, Polda NTB, Polda NTT dan Polda Timtim.

Latar Belakang Likuidasi Polda Nusra

1. Bahwa upaya pengembangan dan penataan satuan-satuan kewilayahan
Polri, erat kaitannya dengan perkembangan dan tantangan yang dihadapi
Polri sebagai aparat keamanan dan pelayanan masyarakat yang bertugas
menciptakan situasi kamtibmas yang mantap di seluruh tanah air.

2. Sementara itu perkembangan dinamika masyarakat akibat perkembangan
lingkungan strategis cendrung mengalami perubahan yang serba cepat,
sehingga menuntut juga adanya kesiapsiagaan dan peningkatan
kemampuan Polri. Apabila perkembangan ini tidak diantisipasi segera,
maka Polri akan semakin ketinggalan dengan perkembangan lingkungan
strategis yang demikian pesatnya. Hal ini tentunya akan membawa
dampak terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas yang diembannya.

3. Untuk maksud tersebut, satuan kewilayahan Polri khususnya Polwil yang
berada di daerah tingkat I/ setingkat propinsi harus dapat mengembangkan
dan mendirikan satuannya melalui upaya peningkatan statusnya menjadi
Polda. Dalam kondisi serupa itu, Polda diharapkan akan dapat
mengantisipasi masalah kamtibbmas yang timbul dan mampu
melaksanakan tugasnya secara lebih baik karena Polda baru akan
didukung oleh semua personel yang lebih besar, dukungan anggaran yang
lebih memadai, serta kewenangan yang lebih jika dibanding dengan
satuan setingkat Polwil.

4. Dikaitkan dengan rencana dan rumusan di dalam postur ABRI PJP 1l 1994-
2018, maka sasaran akhir dari pengembangan satuan kewilayahan Polri
adalah tercapainya jumlah kesatuan kewilayahan setingkat Polda
sebanyak jumlah propinsi yang ada pada saat itu yaitu 27 propinsi. Apa
bila mengikuti mekanisme pengembangan satuan kewilayahan Polri sesuai
postur Probangkuat ABRI dimana di dalam setiap Renstra akan dibangun
dan dikembangkan sebanyak dua Polwil saja, maka untuk mencapai
jumlah 27 Polda, baru akan terwujud pada akhir PJP Il tahun 2018.




. Oleh karena itu diperlukan akselarasi pengukuhan Polwil-Polwil yang
memiliki wilayah yurisdiksi, meliputi wilayah propinsi / Dati | menjadi Polda
serta penataan kembali beberapa Polda yang membawahinya.

. Disamping itu, kebijaksanaan untuk pengembangan suatu Polda juga
berpedoman pada kriteria tipe Polda, yang didasarkan pada hakekat
ancaman berupa kriminalitas dengan segala aspeknya, jumlah penduduk,
karateristik daerah dan kesejajaran dengan pemerintah daerah dan kantor-
kantor wilayah pemerintah lainnya, serta kesejajaran dengan Criminal
Justice System (CJS) di daerah setempat.

. Bahwa dimasa yang akan datang , pemerintah pusat akan memberikan
otonomi yang lebih luas kepada propinsi / Dati |, dan bahkan akan
menjangkau Daerah Tingkat Il secara bertahap, sehingga upaya — upaya
penanganan berbagai permasalahan di dalam masyarakat, perlu
koordinasi lintas sektoral maupun struktural antar aparat pemerintah
pada tingkat propinsi , baik di Pemda maupun kantor — kantor wilayah,
dengan satuan Polri yang setingkat ( dalam hal ini adalah Polda ).

. Melihat kondisi nyata wilayah Polda Nusra saat itu, akan sangat
mendukung untuk dikembangkannya Polwil yang wilayah yurisdiksinya
propinsi /Dati | menjadi Polda, yaitu Polwil NTT, NTB dan Timtim. Secara
rinci karakteristik daerah setempat dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Propinsi Bali
1) Penduduk :
a) Jumlah penduduk : 2.994.975 jiwa;
b) Tingkat pendidikan penduduk rata —rata SMA:;
c) Mobilitas penduduk cukup tinggi karena daerah tujuan
pariwisata.

2) Kesejajaran dengan instansi pemerintah:
a) Pemda Tingkat| Bali;
b) Pengadilan Tinggi Bali;
c) Kejaksaan Tinggi Bali;
d) Terdapat Makodam Udayana.

3)  Kriminalitas:
a) Crime Total Rata-rata pertahun : 2.533:
b) Crime Indeks : Curat, Curas, Curanmor, pembunuhan,
aniaya berat dan narkotika.

4) Karakteristik daerah:
Merupakan daerah tujuan pariwisata, baik wisatawan
mancanegara maupun wisatawan dalam negeri .

5) Satuan.....




5)  Satuan Polri:
a) Polres . 8;
b) Brimob - 1 kompi;
c) SPN 1
d) SatPolair :1;
e) Siap Mako : akan dibangun.
Polwil NTT
1)  Penduduk:
a) Jumlah penduduk : 3.267.919 jiwa;
b) Tingkat pendidikan penduduk rata-rata SMA ( kecuali
dipelosok);
c) Mobilitas pnduduk sangat tinggi karena daerah kepulauan
yang ditempuh dengan pesawat terbang dan kapal laut.
2) Kesejajaran dengan instansi pemerintah:
a) Pemda Tingkat | NTT,;
b) Pengadilan Tinggi NTT;
c) Kejaksaan Tinggi NTT,;
d) Apter setingkat Korem.
3) Kriminalitas:
a) Crime Total rata —rata selama 3 tahun: 2.398;
b) Crime indeks : Pencurian , penganiayaan , pembunuhan
dan perkelahian.
4) Karakteristik daerah:
Merupakan daerah kepulauan yang dihubungkan laut bebas
serta pesisir pantai dan pedalaman pegunungan.
5) Satuan Polri:
a) Polres 1 12;
b) Brimob - 1 kompi;
c) SPN i il
d) Sat Polair : Pospol Air;
e) Siap Mako : Renovasi.
Polwil NTB
1)  Penduduk:

a) Jumlah penduduk : 3.368.669 jiwa;
b) Tingkat pendidikan penduduk rata-rata SMA:
¢) Mobilitas pendudukan cukup tinggi.

2) Kesejajaran.....




2)

3)

4)

5)
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Kesejajaran dengan instansi pemerintah:
a) Pemda Tingkat | NTB;
b) Pengadilan Tinggi NTB;

c) Keizksaan 7ingg/ N75-

d) Apter setingkat Korem.

Kriminalitas:

a) Crim total rata-rata selama 3 tahun : 2.226;

b) Crime Indeks : Curat, Curas, Curanmor, pembunuhan,
penganiayaan dan perkelahian.

Karakterisitk daerah
Merupakan daerah kepulauan yang dihubungkan laut bebas |,
sedang kota-kota kabupaten berada didaerah pantai.

Satuan Polri
a) Polres . <
b) Sian Mako : renovasi.

Polwil Timtim

1)

2)

3)

Penduduk:

a) Jumlah penduduk : 747.557 jiwa;

b) Tingkat pendidikan penduduk rata-rata SD;

c) Mobilitas penduduk tidak tinggi, mengingat kesadaran
penduduk terhadap pentingnya pembangunan belum
merata , namun terhadap hubungan penduduk dengan luar
negeri yang berkaitan dengan proses integrasi yang
masih mengundang kerawanan.

Kesejajaran dengan instansi pemerintah:
a) Pemda Tingkat | Timtim;

b) Pengadilan Tinggi Timtim;

c) Kejaksaan Tinggi Timtim;

d) Apter setingkat Korem.

Kriminalitas:

a) Crime Total rata-rata selama 3 tahun 1.125;

b) Crime Indeks : pencurian, penganiayaan, pembunuhan
dan perkelahian.

4) Karakteristik... ..
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4)  Karakteristik daerah
Rawan Giat GPK, pengaruh gereja Sangat menonjol, sukuisme
yang diwarnai aspirasi spontanitas yang ditandai dengan
seringnya terjadi unjuk rasa untuk mencari perhatian dunia.

5) Satuan Polri
a) Polres :13;
b) Brimob : 1 kompi organik Timtim;
- 2 kompi penugasan Polda Jateng
1 unit Den Gegana;
c) Siap Mako : Renovasi.

9. Untuk merealisasi pengembangan Polwil dengan wilayah yurisdiksi
propinsi/Dati | menjadi Polda, telah ditempuh upaya-upaya sebagai
berikut :

a. Penyiapan telaahan staf tentang rencana pengembangan Polda;

b. Pengkajian kesejajaran instansi pemerintah atau criminal justice
system;

e Mengadakan sarasehan tentang pengembangan Polda di
Yogyakarta pada bulan Juli 1966;

d. Koordinasi dengan staf dan komunikasi Srenum Mabes Polri.

10. Dalam likuidasi Polda Nusra, Polwil Nusa Tenggara Barat, Polwil Nusa
Tenggara Timur dan Polwil Timor Timur terbentuklah satuan kewilayahan

setingkat Polda tipe B dan C yaitu :

a. Polda tipe B :
Polda Bali

b. Polda Tipe C :
1) Polda Nusa Tenggara Barat;
2) Polda Nusa Tenggara Timur;
3) Polda Timor Timur.

Struktur  organisasi masing-masing Polda juga diberlakukan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Ke/ 14/XI1/1993,
serta daftar susunan personel Polda dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud diatur dalam Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/ 15/X11/1993. Setelah
dilaksanakannya likuidasi, masing-masing Polda mulai dioperasikan paling
lambat tanggal 5 Oktober 1996, Pembentukan Poltabes Denpasar juga
dilaksanakan secara bertahap.

Hal-hal.....
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Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan pangkalan
fasilitas lainnya dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas
program dan anggaran Polri pada Restra VV 1994-1998 dan pada Restra-restra
perikutnya. Disamping itu juga ditetapkan Badge dan Pataka untuk keempat
Polda tersebut, ditetapkan tersendiri. Untuk Badge ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/ 1125/1X/1996, tanggal 20 September 1996.

11. Berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/ 54/X/2002, tanggal 17
Oktober 2002, tentang organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik
Indonesia Daerah (Polda), Kepala Kepolisian Daerah Bali yang semula
berpangkat Brigjen berubah menjadi Irjen.

12. Demikian uraian singkat tentang latar belakang Likuidasi Polda Nusra
menjadi Polda Bali untuk menjadi maklum.

MARS POLDA BALI

BERPADULAH KITA DALAM BHAKTI
LAKSANAKAN TUGASMU

SIAP SIAGA DAN TANGKAS SLALU
SUNGGUH TUGAS MULIA

POLISI ABDI NEGARA, KEBANGGAAN KITA
SIAPKAN DIRI DAN SAMBUT TUGASMU
TINGKATKANLAH KEMAMPUAN
TINGKATKAN CITRAMU,

SEHINGGA DICINTAI MASYARAKAT

REFF : MAJU WUJUDKANLAH,
HAI,BHAYANGKARA-BHAYANGKARA DEWATA
DENGAN BERSEMANGAT TEGAKKAN KEADILAN
DAN CIPTAKAN KAMTIBMAS

MAJU WUJUDKANLAH,

DENGAN BEKAL SURA DWIPA SARVABHAVENA
TERUS MAJU BERSATU TUK MENJADI POLRI
KEBANGGAAN BANGSA

TERUS MAJU BERSATU TUK MENJADI POLRI
KEBANGGAAN BANGSA

IV. LOGO.....
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LOGO POLDA BALI DAN PENJELASAN ARTI

LOGO POLDA DAN PENJELASAN ARTI

CANDI
Candi Bentar (gapura) dengan bentuk silouette khas Bali, melambangkan
<eagungan , kemegahan dan kesucian

MERU
Meru tingkat (tumpang) tujuh, melambangkan jira ksatria prajurit Polri yang
menjunjung tinggi kehormatan dan ketaqwaan “ Sapta Marga”

TANGGA

Tangga berjumlah 5 tingkat menuju ke candi, melambangkan dasar negara
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan tangga berjumlah
4 tingkat menuju ke Meru melambangkan pedoman kerja Polri Catur Prasatya.

/arna Lambang yang terdapat pada Logo Polda Bali terdiri dari 6 (enam)

macam yaitu :

' Dasar warna hitam, melambangkan kekekalan, ketenangan dan
keteguhan;

2. Warna kuning emas, melambangkan keagungan, kebesaran dan
keluhuran;

3. Warna merah, melambangkan keberanian demi keadilan dan kebenaran;

4. Warna putih, melambangkan kesucian dan kejujuran:

6. Warna biru, melambangkan alam semesta (jagad raya), ketentraman,
kedamaian, kesetiaan dan ketabahan;

7. Warna hijau, melambangkan kemakmuran, kesuburan, kehidupan yang
sejahtra dan kedamaian.

E. Sasanti.....
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S2sant dibawah lukisan tangga, terdapat pita berwarna kuning emas dengan
huruf berwarna hitam bertuliskan Sasanti berbahasa Sansekerta yang
serounyl © SURA DWIPA SARVA BHAVENA ” dengan arti masing-masing
«ata adalah :

SURA = Mulia, Dewa;
2. DWIPA = Pulau, Nusa;
3. SARVA BHAVENA Dengan seluruh jiwa dan raga.

Sasanti Polda Bali adalah :

"DENGAN SELURUH JIWA DAN RAGA, POLRI BERBAKTI DAN SETIA
MELAKSANAKAN PANGGILAN TUGASNYA DEMI KEAGUNGAN DAN
KEMULYAAN NEGARA .

VISI DAN MiSI

Visi

Terwujudnya postur Polri yang profesional, bermoral dan modern
sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta dipercaya oleh
masyarakat dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum, maka visi
Kepolisian Daerah Bali adalah berupaya membangun komitmen anggota di
seluruh jajaran Polda Bali untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap
polri pada umumnya dan polda bali pada khususnya dalam rangka menuiju
sosok polisi sipil yang selalu mengedepankan hati ke hati dalam proses
pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayan kepada semua komunitas
sosial, melalui penampilan kinerja yang profesional, bermoral dan santun serta
dipercaya oleh masyarakat dalam memelihara kamtibmas dan menegakkan
nukum.

Misi :

1. Pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada
masyarakat harus dapat dilaksanakan secara mudah, sederhana,
responsif dan tidak ada diskriminatif;

2. Pemberian perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
harus diselenggarakan sepanjang waktu diseluruh Polda Bali;

3. Seluruh jajaran Polda Bali harus mampu memfasilitasi keikutsertaan
masyarakat dalam memelihara kamtibomas dilingkungannya masing-
masing;

4. Seluruh jajaran Polda Bali harus mampu mengembangkan perpolisian
masyarakat yang berbasis kepada masyarakat patuh hukum:

5.Seluruh.....
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Seluruh jajaran Polda Bali, harus dapat menegakkan supremasi hukum
secara profesional, obyektif proporsional transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan, guna terjaminnya nilai kepastian hukum dan rasa
Keadilan.

on

¥i. KEBERHASILAN POLDA BALI

Tidak ada yang menduga sebelumnya, Bali sebagai tujuan wisata utama di
Junia karena keindahan alamnya, budayanya, keseniannya, keramahan
penduduknya serta keamanannya, tiba- tiba pada tanggal 12 oktober 2002
Jikagetkan oleh ledakan bom di wilayah Kuta dan Denpasar memakan korban
ningga lebih dari 200 orang meninggal dunia, akibat dari ledakan bom tersebut
sangat dirasakan oleh semua penduduk Bali karena penduduk Bali secara
angsung ataupun tidak langsung kehidupan tergantung dari sektor pariwisata
sehingga perekonomian di Pulau Dewata sempat menjadi lumpuh bahkan
dirasakan juga diluar pulau Bali para wisatawan menjadi ketakutan datang ke Bali
xarena Bali sudah tidak aman lagi.

Merupakan tugas Polri ( Polda Bali ) sebagai penanggungjawab utama
«eamanan di Bali, untuk segera memulihkan keamanan Bali dan memberikan rasa
aman kepada setiap orang yang ada di Bali atas dasar hal tersebut Polda bali
dengan berbagai upaya dilakukan untuk mengungkap kasus peledakan bom dan
menangkap para pelaku peledakan bom dimaksud.Jerih payah Polda Bali
membuahkan hasil dengan menangkap para pelaku peledekakan bom tanggal
12 Oktober 2002 dan sekaligus merupakan kebanggaan bagi Polda Bali
disamping dalam waktu relatif singkat menangkap para pelaku peledakan bom,
dari penangkapan para pelaku tersebut diluar Polda Bali, di Indonesia seperti
peledakan bom di Poso ( Sulteng), Jakarta dan sebagainya.

Pelaku- Pelaku peledakan bom tanggal 12 Oktober 2002 sudah diproses
dan dijatuhi sanksi pidana daan bahakan tiga orang diantara pelaku dijatuhi
pidana mati, atasnama Amrozy, Imam Samudra dan Muklas.

Dengan terungkapnya dan telah dipidana para pelaku bom maka kondisi
Bali berangsur- angsur pulih kembali dan masyarakat Bali telah merasakan aman
melakukan aktifitasnya, tiba tiba dikagetkan kembali dengan ledakan bom yang
kedua di daerah Jimbaran pada tanggal 2 Oktober 2005.

Kejadian tersebut kembali mengerahkan tenaga dan pikiran Polda Bali
untuk menangkap pelakunya dan berkat kerja keras Polda Bali dalam waktu tidak
begitu lama dapat menangkap para pelaku peledakan bom yang diledakkan
tanggal 2 Oktober 2005 dan semua pelakunya sudah dijatuhi sanksi pidana.

Disamping.....
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Disamping keberhasilannya mengungkap kasus teroris (pelaku peledakan
oom) Polda Bali juga telah berhasil melakukan pengamanan berbagai kegiatan
-onference International yang diselenggarakan di Bali seperti UNFCCC (United
\aton Frame work conference on Climete Change), conference PBB
-NCAC.ASIAN Beach Game, conference ST ADB Annual Meeting, conference
"he 9 th International Congres on AIDS in Asia and the Pacific (ICAAP),
zonference Democracy Forum (BDF) dan conference / pertemuan lainnya yang
me batkan peserta ribuan orang.

Pengamanan — pengamanan pertemuan / conference yang dilakukan oleh

-

Kepercayaan terhadap Polda Bali dalam menyelenggarakan pengamanan
Jalam setiap conference baik nasional maupun international membawa dsampak
Bali sering dijadikan tenpat penyelenggaraan conference baik tingkat nasional
maupun international,tentunya dengan seringnya conference tingkat dunia di
aksnakan di Bali maka masyarakat dunia akan lebih meyakini kondisi keamanan
Bali. dengan demikian pariwisata Bali akan terus meningkat.

Meningkatnya Pariwisata di Bali maka wsatawan akan semakin banyak
datang ke Bali yang akhirnya membawa dampak meningkat pula kriminalitas
sehingga kembali menjadi beban Polda Bali selaku penanggungjawab utama
xeamanan Bali.

Beberapa krimunalitas yang menonjol terjadi belakanganh ini diwilayah
nukum Polda Bali antara lain pencurian dengan kekerasan di wilayah Ubud
Gianyar, pembunuhan warga negara Jepang an.Mayumi di Kuta,pembunuhan dan
mutilasi warga negara di wilayah Badung, pembunuhan pasutri di Denpasar
semua kasus tersebut dapat diunkap dan ditangkap pelakunyanya oleh Polda Bali.

Keberhasilan Polda Bali ditunujukkan dengan memberantas premanisme
yang ada di kota Denpasar, untuk mengantisipasi kekerasan yang mungkin terjadi
dengan melakukan sweeping ke rumah —rumah yang diduga rumah preman, dari
nasil penggeledahan didapat begitu banyak jenis maupun senjata api termasuk
Bom dan pelakunya telah ditangkap dan telah divonis pidana.

Demikian antara lain keberhasilan Polda Bali dalam melaksanakan
tugasnya disamping keberhasilan lain yang tidak di masukkan dalam buku ini.

VII.LPENUTUP.....
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vil.  PENUTUP

Demikian Profil Polda Bali ini disusun untuk dapat dipergunakan
se0agaimana mestinya.

—.Denpasar, 25 April 2011

POLISIAN DAERAH BALI

KARO SDM
'
"‘ A~

“. Drs. ABDYL HASYIM GANI, M.Si.
MISARIS BESAR POLISI NRP 64030693
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